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ABSTRAK  

Kehadiran Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota 

Negara menjadi warna dalam problematika pembentukan peraturan perundang-

undangan di Indonesia karena tidak memenuhi unsur partisipasi masyarakat. 

Proses legislasi Undang-Undang Ibu Kota Negara (UU IKN) hanya membutuhkan 

waktu 43 hari. Kedudukan IKN sebagai pemerintah daerah khusus setingkat 

provinsi, tetapi kepala daerah setingkat menteri tanpa membutuhkan peran 

legislatif (DPRD) tidak sejalan dengan Pasal 18 ayat (1) sampai dengan ayat (4) 

UUD NRI 1945. Pasal 9 ayat (1) dan Pasal 10 ayat (1) UU IKN, jabatan Kepala 

Otorita IKN tidak sesuai prinsip demokrasi karena tidak melibatkan proses 

pemilihan suara masyarakat melalui pemilu dan adanya potensi untuk jabatan tak 

terbatas. Oleh karena itu penelitian ini akan menelaah autocratic legalism dalam 

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara ditinjau dari 

perspektif demokrasi dan melihat dampak serta apa saja upaya pencegahan dari 

praktik autocratic legalism dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. 

Jenis penelitian yang dilakukan yakni penelitian pustaka (library research), 

menggunakan pendekatan undang-undang, pendekatan komparatif, dan 

pendekatan konseptual. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data 

studi dokumen atau kepustakaan sebagai teknik yang menggunakan norma hukum 

positif, doktrin atau ajaran hukum, hasil penelitian akademik terdahulu yang 

berbasis dalam dokumen tertulis dalam pembuktian asumsi dasar penelitian. 

Pengolahan data dilakukan dengan mengkaji ketentuan-ketentuan hukum positif 

tertulis kemudian diterapkan dalam dalam suatu peristiwa hukum. Data kemudian 

dianalisis secara kualitatif demi memecah isu hukum yang ada dalam penelitian 

dan berakhir pada penarikan kesimpulan penelitian yang konkret. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa autocratic legalism sebagai tindakan 

penyalahgunaan legitimasi kekuasan melalui hukum dalam pembuatan undang-

undang baru, terlihat dalam Pasal 1 angka 9 UU IKN terkait konsep otorita IKNus; 

Pasal 9 ayat (1) UU IKN berkaitan tentang proses pemilihan kepala otorita IKNus 

yang tidak demokratis; dan  Pasal 10 ayat (1) UU IKN tentang masa jabatan 

otorita IKNus yang tak terbatas. Konsep demokrasi dilanggar melalui 

pengkerdilan partisipasi masyarakat dan akses publik terhadap proses 

pembentukan UU IKN yang singkat. Dampak apabila praktik autocratic legalism 

terus dibiarkan dapat berupa penyalahgunaan kekuasaan; kemunduran demokrasi; 

dan krisis legitimasi. Atas dampak tak ditimbulkan dari autocratic legalism, maka 

upaya pencegahan yang dapat dilakukan antara lain: reformasi kelembagaan partai 

politik; mengubah paradigma para legislator dalam melaksanakan tugas 

membentuk peraturan perudang-undangan agar terhindar dari praktik autocratic 

legalism; dan penyediaan ruang publik sebagai ruang sosial sebagai sarana 

komunikasi antara masyarakat dengan legislator dalam proses pembuatan 

kebijakan. 

Kata Kunci : Autocratic Legalism, IKN, Demokrasi 
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ABSTRACT 

The presence of Law Number 3 of 2022 concerning the National Capital 

City has become a color in the problematic formation of laws and regulations in 

Indonesia because it does not fulfill the element of community participation. The 

legislative process of the National Capital City Law (IKN Law) only took 43 days. 

The position of the IKN as a special regional government at the provincial level, 

but the regional head at the ministerial level without requiring a legislative role 

(DPRD) is not in line with Article 18 paragraph (1) to paragraph (4) of the 1945 

NRI Constitution. Article 9 paragraph (1) and Article 10 paragraph (1) of the IKN 

Law, the position of the Head of the IKN Authority is not in accordance with 

democratic principles because it does not involve the process of selecting people's 

votes through elections and there is the potential for unlimited office. Therefore, 

this study will examine autocratic legalism in Law Number 3 of 2022 concerning 

the National Capital City from a democratic perspective and see the impact and 

what are the efforts to prevent the practice of autocratic legalism in laws and 

regulations in Indonesia. 

The type of research conducted is library research, using a statutory 

approach, a comparative approach, and a conceptual approach. This study uses a 

document or literature study data collection technique as a technique that uses 

positive legal norms, legal doctrines or teachings. Data processing is carried out 

by reviewing the provisions of written positive law and then applying them in a 

legal event. The data is then analyzed qualitatively in order to break down the 

legal issues in the research and end in drawing concrete research conclusions. 

The results of the study show that autocratic legalism autocratic legalism 

as an act of abuse of legitimacy of power through law in making new laws, can be 

seen in Article 1 number 9 of the IKN Law regarding the concept of IKNus 

authority; Article 9 paragraph (1) of the IKN Law regarding the undemocratic 

process of electing the head of the IKNus authority; and Article 10 paragraph (1) 

of the IKN Law regarding the unlimited term of office of the IKNus authority. 

The concept of democracy is violated through the dwarfing of community 

participation and public access to the short process of forming the IKN Law. The 

impact if the practice of autocratic legalism is allowed to continue can be in the 

form of abuse of power; decline of democracy; and legitimacy crisis. Preventive 

ways that can be made include is reform of political party institutions; changing 

the paradigm of legislators in carrying out the task of forming laws and 

regulations to avoid the practice of autocratic legalism; and providing public 

space as a social space as a means of communication between the community and 

legislators in the policy-making process. 

Keywords: Autocratic Legalism, IKN, Democracy 
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BAB I  

PENDAHULUAN  

A. Latar Belakang Masalah 

Hukum diartikan sebagai himpunan peraturan yang mengatur kehidupan 

bermasyarakat dan bernegara yang lahir dari adanya persetujuan antara wakil 

rakyat di lembaga legislatif. Dilahirkannya produk hukum tentu dilaksanakan 

dengan cara yang demokratis, tetapi tidak bisa dilepaskan dari political interest.1 

Produk hukum pada dasarnya memiliki hubungan dengan dinamika politik di 

Indonesia. Dapat menjadi dua kemungkinan sebagaimana hukum adalah produk 

politik jika mengartikannya bahwa hukum sebagai undang-undang menjadi benar. 

Menjadi salah, jika hukum tidak diartikan sebagai undang-undang kemudian 

disepadankan dengan hukum menjadi produk politik.2 Produk hukum di Indonesia 

salah satunya berupa undang-undang.  

Undang-undang sendiri dalam mekanisme pembuatannya melalui prosedur 

yang sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Pembentukan perundang-

 
1 Moh. Mahfud  MD, Politik Hukum di Indonesia, (Jakarta: LP3ES, 1998), hlm. 24. 
2 Liky Faizal, “PRODUK HUKUM DI INDONESIA PERSPEKTIF POLITIKHUKUM,” 

Asas: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, Vol. 9, No. 1 (2017), hlm. 85. 



 

 

2 

undangan mencakup beberapa tahapan, yakni: perencanaan, penyusunan, 

pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan.3 

Dalam Pasal 96 ayat (1) jelas bahwa masyarakat berhak memberikan 

masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam pembentukan peraturan perundang-

undangan.4 Dilanjutkan dengan Pasal 96 ayat (2) bahwa masukan tersebut dapat 

dilaksanakan melalui rapat dengar pendapat umum, kunjungan kerja, sosialisasi, 

seminar, lokakarya, dan/atau diskusi.5  

Kehadiran Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota 

Negara menjadi warna dalam problematika pembentukan peraturan perundang-

undangan di Indonesia karena tidak memenuhi unsur partisipasi masyarakat. 

Pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan Timur perlu adanya koordinasi 

dengan masyarakat Kalimantan Timur. Dalam proses pembentukan UU  IKN 

tidak melibatkan masyarakat Kalimantan Timur yang kemudian secara yuridis, 

proses legislasi UU IKN tidak sesuai Pasal 96 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 

2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.  

Proses legislasi Undang-Undang Ibu Kota Negara (UU IKN) ini memang 

terbilang cukup singkat, hanya membutuhkan waktu 43 hari. Terhitung dari 

pembentukan panitia khusus (pansus) RUU IKN pada tanggal 7 Desember 2021 

sampai dengan rapat paripurna yang diselenggarakan pada 18 Januari 2022 

 
3 Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 

Perundang-Undangan. 

4 Pasal 96 ayat (1) 
5 Pasal 96 ayat (2) 
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menandakan disahkannya RUU IKN menjadi UU.6 Secara resmi pada tanggal 15 

Februari 2022 UU IKN diteken oleh Presiden Joko Widodo.  Bagi pembentukan 

undang-undang, dengan kurun waktu sebegitu singkat, tentu menimbulkan 

berbagai perdebatan. Baik dari kalangan masyarakat dan akademisi menilai bahwa 

pembentukan UU IKN ini seakan hanya menjadi alat untuk memenuhi kekuasaan. 

Hal demikian jika melandaskan fast-track legislation tentu tidak memenuhi 

urgensi yang harus diprioritaskan. Melihat proses pembentukan UU IKN yang 

dilaksanakan pada masa berlakunya Covid-19, kondisi ekonomi masyarakat masih 

belum stabil. Di sisi lain pemerintah justru mengesampingkan hal tersebut, lalu 

kemudian membuka gerbang baru terkait pemindahan ibu kota negara yang 

membutuhkan dana tidak sedikit dan sumber utama pendanaan dari APBN, 

membuat ahli hukum tata negara, Bivitri Susanti 7  melihat bahwa urgensi 

pemindahan IKN ini menjadi indikasi sebagai praktik autocratic legalism. 

Munculnya permasalahan otorita kepala IKN yang diiawali dalam Pasal 1 

angka 9 UU IKN, menyatakan bahwa IKN Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota 

Nusantara yang selanjutnya disebut sebagai Otorita Ibu Kota Nusantara adalah 

pelaksana kegiatan persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara, 

serta penyelenggara Pemerintah Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara. Dilanjutkan 

dalam Pasal 1 angka 10 UU IKN, bahwa  Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara 

adalah kepala Pemerintah Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara yang dibantu oleh 

Wakil Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara. Menjadi sorotan publik sebagaimana 

 
6 Fitria Chusna Farisa, “Perjalanan 5 Bulan UU Ibu Kota Negara: Dari Rancangan hingga 

Resmi Diteken Jokowi,” Kompas.com, (Selasa, 18 Januari 2022). 
7 Ahli tata negara dari Sekolah Tinggi Hukum (STH) Indonesia Jentera. 
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dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b UU IKN, bahwa kedudukan Kepala Otorita IKN 

sebagai lembaga setingkat kementerian yang menyelenggarakan pemerintahan 

daerah IKN jika pemerintah daerah khusus setingkat provinsi bernama otorita, 

tetapi kepala daerah setingkat menteri tanpa membutuhkan peran legislatif (DPRD) 

maka kehadiran UU IKN ini inkonstitusional dan ambiguitas karena tidak sejalan 

dengan Pasal 18 ayat (1) sampai dengan ayat (4) UUD NRI 1945 yang 

menegaskan bahwa NKRI dibagi atas daerah provinsi yang dipimpin oleh 

gubernur, terbagi lagi menjadi kabupaten/kota yang memiliki DPRD dipilih 

melalui pemilu dan dipimpin oleh bupati/walikota dipilih secara demokratis. 

Kepala Otorita IKN ditunjuk, diangkat, dan diberhentikan langsung oleh 

Presiden setelah berkonsultasi dengan DPR yang pelantikannya langsung 

dilaksanakan oleh Presiden.8 Jabatan Kepala Otorita IKN juga menjadi sorotan, 

pasalnya jabatan bisa dipegang selama 5 (lima) tahun sejak tanggal pelantikan dan 

dapat ditunjuk, diangkat kembali dalam masa jabatan yang sama.9  Dapat ditarik 

kesimpulan juga bahwa dari proses pemilihan hingga penetapan Kepala Otorita 

IKN benar-benar menanggalkan prinsip demokrasi karena tidak melibatkan proses 

pemilihan suara masyarakat melalui pemilu dan adanya potensi untuk jabatan tak 

terbatas. Hal tersebut kemudian dimaknai bahwa tidak ada batasan periodisasi 

bagi Kepala Otorita IKN tentu menjadi salah satu gejala autocratic legalism 

muncul dalam undang-undang di Indonesia. 

 
8 Pasal 9  
9 Pasal 10 
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Autocratic legalism sebagai salah satu tindakan seseorang menggunakan 

hukum untuk melegitimasi kekuasaan atau mencapai kepentingan politik. 

Autocratic legalism berasal dari bahasa Inggris “autocracy” dan “legalism”. 

Autocracy memiliki arti sistem pemerintahan oleh satu orang dengan kekuasaan 

absolut sedangkan legalism diartikan sebagai kepatuhan yang berlebihan terhadap 

hukum atau formula. 10  Autocratic legalism dalam bahasa Indonesia disebut 

dengan legalisme autokrasi, sebagai  tindakan penyalahgunaan legitimasi 

kekuasaan melalui penggunaan hukum untuk mencapai keinginan atau kekuasaan 

yang tidak terbatas. Menurut Kim Lane Scheppele gejala awal adanya autocratic 

legalism adalah dengan melihat seseorang yang mempunyai wewenang berkuasa 

hasil dari demokrasi melakukan modifikasi kebijakan negara demi memenuhi 

kepentingannya.11  

Autocratic legalism merujuk pada penggunaan instrumen hukum untuk 

memperkuat kekuasaan otoriter. Autocratic legalism dilakukan oleh para 

penguasa dengan tujuan untuk menambah kekuasaan modal dan kekuasaan politik 

dengan melonggarkan ikatan dan batasan konstitusional pada eksekutif melalui 

reformasi hukum. Dalam praktiknya, penguasa yang mengadopsi autocratic 

legalism memanfaatkan celah hukum, mengubah undang-undang, atau 

menerapkan hukum secara selektif untuk menghambat oposisi, mempertahankan 

kekuasaan, dan membungkam kritik. Autocratic legalism menjadi bahaya jika 

terus dilakukan, karena dalam identifikasinya tidak mudah. Hal ini karena 

 
10 Kamus Bahasa Oxford, Oxford University Press, (2024) 
11 Kim Lane Scheppele, “Autocratic Legalism,” Chicago Law review 85 (2018), hlm. 549. 
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penggunaan reformasi hukum demi kepentingan para penguasa akan dilaksanakan 

yang dirancang sedemikian rupa dan berkelanjutan akan mengubah tatanan 

demokrasi di suatu negara.12  

Penguasa di bidang eksekutif dan legislatif ini melakukan praktik 

autocratic legalism melalui pelanggaran prinsip konstitusionalisme yang 

berlindung dibalik hukum.13 Menurut Mochtar dan Rishan terdapat tanda-tanda 

autocrtatic legalism: kooptasi partai yang berkuasa di parlemen; menggunakan 

hukum untuk melegitimasi hasrat kekuasaan sepihak; dan mengganggu 

independensi lembaga peradilan. 14  Kehadiran autocratic legalism dibuktikan 

dengan hadirnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara 

yang memuat segala problematika di bidang hukum tata negara Indonesia. Dari 

partisipasi masyarakat Kabupaten Panajam PAser Utara, Kalimantan Timur yang 

langsung berdampak dianggap sebagai syarat normatif pembentukan peraturan 

perundang-undangan tidak dilaksanakan secara penuh; proses pembentukannya 

yang sangat singkat, dan sarat akan kepentingan politik kemudian Kepala Otorita 

IKN yang disinyalir mengarah pada otoritarianisme yang berselimut hukum.  

Tulisan ini sebagai penelitian yang akan menelaah autocratic legalism 

dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara dengan 

melakukan identifikasi apa saja problematika yang termuat dalam UU IKN 

tersebut kemudian ditarik hubungan secara normatif-doktrinal dengan gejala 

 
12

 Ady Thea DA, “3 Indikator Autocratic Legalism dalam Kebijakan Negara,” Hukum 

Online, (Jumat, 30 Juli 2021), hlm. 2. 
13 Kim Lane Scheppele, “Autocratic Legalism...,” hlm. 574. 
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autocratic legalism. Adapun tulisan ini juga akan menganalisis  dampak jika 

autocratic legalism terus dilakukan dan identifikasi apa yang dapat dilakukan 

dalam mencegah keberlanjutan autocratic legalism. Oleh karena itu, penyusun 

tertarik untuk mengkaji dan meneliti dalam bentuk skripsi yang berjudul “Telaah 

Autocratic Legalism dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu 

Kota Negara Perspektif Demokrasi”. 

B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang akan menjadi rumusan masalah 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana telaah autocratic legalism dalam Undang-Undang Nomor 3 

Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara ditinjau dari perspektif demokrasi? 

2. Apa dampak dan upaya pencegahan dari praktik autocratic legalism 

dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia? 

C. Tujuan dan Kegunaan  

Sesuai dengan topik yang dibahas dalam penelitian ini, maka tujuan dari 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk menelaah autocratic legalism dalam Undang-Undang Nomor 3 

Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara ditinjau dari perspektif demokrasi. 

2. Untuk mengetahui apa dampak dan upaya pencegahan dari praktik 

autocratic legalism dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia 

 
14 Zainal Arifin Mochtar dan Idul Rishan, “Autocratic Legalism: The Making of 

Indonesian Omnibus Law,” Yustisia Jurnal Hukum, Vol. 11, No. 1, (April, 2022), hlm. 36. 
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Sedangkan kegunaan dilakukannya penelitian baik bagi penyusun maupun 

pembaca ataupun secara teoritis dan praktis adalah sebagai berikut: 

1. Kegunaan secara Teoritis 

a. Penelitian ini nantinya akan digunakan sebagai salah satu cara dalam 

menambah aset wawasan, pengetahuan, dan keilmuan dalam kajian 

autocratic legalism. Tentu pada kajian spesifik yaitu tentang telaah 

autocratic legalism dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 

Tentang Ibu Kota Negara menurut perspektif demokrasi. 

b. Mengkaji secara lebih dalam tentang telaah autocratic legalism dalam 

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara 

ditinjau dari perspektif demokrasi.  

2. Kegunaan secara Praktis  

a. Penelitian ini disusun dan ditulis guna memenuhi kebutuhan intelektual 

dan penambahan wawasan terkhusus dengan topik permasalahan yang 

dibahas. 

b. Dibuatnya penelitian ini memang bertujuan untuk memberikan informasi 

terkait telaah autocratic legalism dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 

2022 tentang Ibu Kota Negara perspektif demokrasi dan dampaknya atas 

keberlanjutan autocratic legalism bagi Indonesia. Oleh karena itu, 

penyusun mengharapkan dengan dibuat penelitian ini, pembaca menjadi 

lebih teredukasi dan dapat menjadi dasar referensi atas penelitian 

selanjutnya. 
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D. Telaah Pustaka  

Dalam penelitian, telaah pustaka sebagai kajian terhadap hasil penelitian atau 

karya temporer yang membahas subjek yang sama dengan tujuan untuk 

mengetahui sejauh mana penelitian tersebut telah dilakukan dan mengetahui 

perbedaannya.15 Praktik autocratic legalism dalam proses pembuatan peraturan 

perundang-undangan untuk legetimiasi kekuasannya memang sudah menjadi 

perbincangan para akademisi dari berbagai negara. Berbeda dengan Indonesia, 

autocratic legalism masih belum mendapatkan perhatian akademisi maupun 

publik. Beberapa topik autocratic legalism menjadi subjek pembahasan dalam 

berbagai jenis tulisan seperti artikel, jurnal, makalah, dan masih banyak lagi. 

Secara garis besar sumber penelitian mengenai autocratic legalism berasal 

dari jurnal karya Kim Lane Scheppele dengan judul “Autocratic Legalism”. 

Pembahasan utama jurnal ini adalah tentang bagaimana adanya autocratic 

legalism itu lahir dalam suatu sistem konstitusional dengan pembedahan hukum 

melalui undang-undang demi mengkonsolidasikan kekuasaan. 16  Perbedaannya 

dengan penelitian penyusun dengan Kim Lane Scheppele pada topik utama 

penelitian. Jika Kim Lane Scheppele membahas autocratic legalism dengan  

melihat implikasinya antara undang-undang di berbagai negara seperti Italia, 

Amerika Serikat, Rusia, Hongaria, dan lain sebagainya. Di sisi lain, pada 

penelitian penyusun topik utamanya adalah menelaah autocratic legalism di 

Indonesia khususnya dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu 

 
15 Pedoman  Penulisan Skripsi, (Yogyakarta: Fakultas Syari’ah dan Hukum Press, 2021), 

hlm. 8. 
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Kota Negara yang kemudian ditinjau dari perspektif demokrasi. Persamaannya, 

adalah sama-sama membahas tentang faktor, praktik, hingga pencegahan 

autocratic legalism.  

Karya tulis lain yang menjadikan autocratic legalism topik utama dalam 

penelitiannya adalah jurnal berjudul “Peran Mahkamah Konstitusi Mencegah 

Gejala Autocratic Legalism di Indonesia” karya Miftah Faried Hadinatha. 17 

Miftah dalam jurnalnya, menganggap bahwa autocratic legalism dapat 

mengancam konstitusi di Indonesia. Oleh karena itu, Mahkamah Konstitusi 

sebagai lembaga pengawal konstitusi harus menghentikan penyeberan fenomena 

autocratic legalism. Perbedaan utama dengan penelitian penyusun adalah subjek 

penelitiannya, karya milik Miftah Faried Hadinatha secara garis besar membahas 

tentang bagaimana peran Mahkamah Konstitusi dalam mencegah fenomena 

autocratic legalism. Berbeda dengan penelitian penyusun, bahwa penyusun tidak 

mengedepankan unsur Mahkamah Konstitusi dalam pokok pembahasannya, 

melainkan menelaah autocratic legalism dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 

2022 tentang Ibu Kota Negara yang kemudian ditinjau lagi dari perspektif 

demokrasi. Selain itu, persamaannya di dalam jurnal karya Miftah ini, di 

dalamnya mengandung pembahasan mengenai gejala autocratic legalism dalam 

Undang-Undang  Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara khususnya pada 

Pasal 10 ayat (1)  bahwa adanya kerancuan periode masa jabatan Kepala Otorita 

IKN. Hal tersebut juga nantinya menjadi salah satu pokok bahasan dalam 

 
16   Kim Lane Scheppele, “Autocratic Legalism....,” hlm. 545-550. 
17  Miftah Faried Hadinatha, “Peran  Mahkamah  Konstitusi Mencegah Gejala Autocratic 

Legalism di Indonesia,” Jurnal Konstitusi, Vol. 9 No. 4, (Desember 2022), hlm. 761. 
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penelitian penyusun, tentu dengan lebih mengkaji secara lanjut dengan ditarik 

klausanya apabila ditinjau dari perspektif demokrasi. 

Tak hanya sampai di situ, Zainal Arifin Mochtar dan Idul Rishan dalam 

jurnalnya berjudul “Autocratic Legalism: The Making  of Indonesian Omnibus 

Law” juga membahas autocratic legalism dalam undang-undang di Indonesia.18 

Jurnal ini membahas tentang adanya indikasi ketidakadilan dalam proses 

pembuatan Omnibus Law dan menarik kesimpulan atas penyebab autocratic 

legalism itu dapat terjadi. Bahwa autocratic legalism dapat terjadi karena tiga hal: 

1) kooptasi partai penguasa di parlemen; 2) pelanggaran hukum dan konstitusi; 

dan 3) lemahnya independensi peradilan. Perbedaan utama dengan penelitian 

penyusun adalah objek penelitiannya, jurnal ini membahas tentang Omnibus Law, 

sedangkan penelitian penyusun membahas tentang Undang-Undang Nomor 3 

Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara. Persamaannya terletak pada bagian 

mengenai indikasi proses pembuatan undang-undang dalam objek penelitian yang 

tidak sesuai dengan prosedur kemudian juga sama-sama mengidentifikasi 

penyebab bagaimana autocratic legalism mencederai demokrasi di Indonesia. 

Pembahasan mengenai adanya problematika atas proses pembuatan 

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara juga termuat 

dalam jurnal yang berjudul “Diskursus Prinsip Negara Hukum Demokrasi atas 

Permasalahan Konstitusionalitas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang 

 
18 Zainal Arifin Mochtar dan Idul Rishan, “Autocratic Legalism....,”  hlm. 29. 
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Ibu Kota Negara” karya Ahmad Habib Al Fikry. 19  Perbedaannya dengan 

penelitian penyusun, jurnal ini tidak membahas tentang autocratic legalism dalam 

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara melainkan hanya 

memberikan penegasan bahwa proses pembuatan UU IKN ini menjadi 

problematik baik secara formil maupun materiil. Persamaan dengan penelitian 

penyusun, jurnal karya Ahmad Habib Al Fikry ini membahas tentang bagaimana 

pembentukan UU IKN menjadi suatu permasalahan dalam proses ketatanegaraan 

yang kemudian juga menjadi salah satu pembahasan dalam penelitian penyusun. 

Di jurnal ini dipaparkan bahwa secara formil pembentukan UU IKN tidak 

memenuhi aspek demokrasi masyarakat karena terindikasi sebagai undang-

undang dengan meaningless participation. Secara materiil, dalam UU IKN 

terdapat berbagai kerancuan yang tidak sesuai dengan konstitusi sebagaimana 

kedudukan pemerintahan atau otonomi daerah Ibu Kota Nusantara, Kepala Otorita 

IKN, kemudian reduksi parlemen dalam otonomi daerah.  

E. Kerangka Teori 

1. Teori Legitimasi Kekuasaan 

Proses legislasi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara 

bahwa  memang terindikasi adanya permainan legitimasi kekuasaan demi 

melanggengkan kepemimpinan dengan menghasilkan undang-undang yang 

kemudian undang-undang tersebut harus segera dipatuhi. Legitimasi kekuasaan 

pada dasarnya berpotensi menjadi instrumen para penguasa yang berwenang 

 
19  Ahmad Habib Al Fikry, “Diskursus Prinsip Negara Hukum Demokrasi atas 

Permasalahan Konstitusionalitas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara,” 
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dalam membuat peraturan perundang-undangan dengan indikasi bahwa peraturan 

perundang-undangan yang telah dibuat demi melanggengkan kekuasaaannya 

merugikan berbagai pihak khususnya masyarakat.20 Atas dasar integrasi legitimasi 

kekuasaan ini kemudian menjadi penting dalam suatu pemerintahan dengan 

menjadikannya sebagai suatu instrumen dalam menghasilkan peraturan 

perundang-undangan. Pemerintah dalam hal ini yang berwenang dalam 

menjalankan kekuasaan negara melalui legitimasinya. 21  Teori legitimasi 

kekuasaan diterapkan dalam skripsi ini dengan tujuan untuk mengetahui 

bagaimana proses penguasa atau pelaku autocratic legalism dalam menjalankan 

aksinya melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara. 

 

Rewang Rencang:  Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol. 3, No. 8, (Agustus 2022), hlm. 609. 
20 Fridayana Yudiaatmaja, “Kepemimpinan: Konsep, Teori, dan Karakternjya,” Media 

Komunikasi FIS, Vol. 12, No. 2, (2013), hlm. 32. 
21  Jimly Ashhiddiqie, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia, Materi yang disampaikan 

dalam studium generale pada acara The 1st National Conveverence Corporate Forum for 

Community, Jakarta, Desember 2005, hlm. 2. 
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2. Teori Demokrasi  

Secara normatif, pembuatan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang 

Ibu Kota Negara tersebut juga tidak benar-benar menerapkan makna 

demokrasi. Partisipasi masyarakat tidak benar-benar diterapkan dengan baik. 

Dilihat dari proses pembentukan undang-undang yang tidak menyentuh 2 

bulan. Dalam hal ini teori demokrasi digunakan untuk menjadi dasar 

bagaimana proses pembentukan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 

tentang Ibu Kota Negara tidak menerapkan konsep demokrasi yang ada 

dalam konstitusi yang berlaku di Indonesia. Mekanisme pembuatan undang-

undang yang tidak melibatkan partisipasi masyarakat, tertutup dari publik 

tentu tidak sesuai dengan demokrasi yang berlaku. Di sisi lain, dalam materi 

muatan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara 

khususnya pada Pasal Pasal 10 ayat (1) dan (2) berkaitan konsep pemilihan 

kepala otorita IKNus yang dipilih dan diangkat oleh Presiden atas 

persetujuan DPR tentu sudah melanggar prinsip demokrasi yang berlaku. 

Oleh karena itu, teori demokrasi diterapkan dalam skripsi ini untuk 

mengetahui sejauh mana pelanggaran yang ada melalui praktik autocratic 

legalism dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota 

Negara. 

F. Metode Penelitian  

Penelitian merupakan parafrasa dari versi bahasa Inggris, “research” yang terdiri 

dari dua kata yaitu re yang berarti kembali dan to research yang berarti mencari.22 

Kegiatan ilmiah ini dilaksanakan melalui prosedur yang logis, analitis,  sistematis, 

dan persisten. Prosedur yang logis bermakna pengerjaan pada suatu penelitian 
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dilakukan dengan logis sehingga segala sesuatu yang tercantum dalam sebuah 

karya ilmiah dapat dipertanggungjawabkan. Analitis berarti tindakan untuk 

mendalami suatu peristiwa yang dilandaskan pada data yang sebenarnya sebagai 

faktor penguat hasil penelitian. Sistematis berarti kegiatan ilmiah, dalam hal ini 

penelitian dilakukan sesuai dengan sistem. Persisten berarti mampu 

menyelesaikan sebuah penelitian dengan gigih hingga sampai pada tahap akhir. 

Agar mempermudah dalam mengarahkan metode penelitian dalam penyusunan 

karya tulis ini, maka diuraikan sebagai berikut:  

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang dilakukan yakni penelitian pustaka (library research), 

dalam mencari atau menemukan data-data penelitian berasal dari 

perpustakaan baik berupa buku, jurnal, ensiklopedi, kamus, dokumen, 

majalah, dan lain sebagainya yang diperlukan dalam penelitian.23 Penelitian 

ini  bersumber dari bahan koleksi perpustakaan, dengan menelaah beberapa 

teori, konsep, asas, doktrin-doktrin, peraturan perundang-undangan yang 

relevan dengan topik penelitian. 

2. Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan undang-undang, pendekatan 

komparatif, dan pendekatan konseptual. Pendekatan undang-undang akan 

meneliti bagaimana hukum dan regulasi digunakan oleh pemerintah untuk 

 
22 Sandu Siyoto dan M. Ali Sodik, Dasar Metodologi Penelitian, (Yogyakarta: Literasi 

Media Publishing, 2015), hlm. 4. 
23 Nursapia Harahap, “Penelitian Kepustakaan,” Jurnal Iqra’, Vol.08, No. 01, (Mei 2014), 

hlm. 68. 
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memperkuat kekuasaan otoriter. Pendekatan komparatif digunakan untuk 

membandingkan bagaimana negara lain menerapkan hukum dalam konteks 

autocratic legalism untuk mengidentifikasi pola dan perbedaan dalam 

penerapan hukum autokrasinya. Pendekatan konseptual digunakan untuk 

mengeksplorasi konsep-konsep seperti autokrasi, legalisme, demokrasi, dan 

kekuasaan yang diterapkan dalam praktik autocartic legalism. 

3. Teknik Pengumpulan Data 

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data studi dokumen atau 

kepustakaan sebagai teknik yang menggunakan norma hukum positif, doktrin 

atau ajaran hukum, hasil penelitian akademik terdahulu yang berbasis dalam 

dokumen tertulis dalam pembuktian asumsi dasar penelitian. 

4. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

Pengolahan data dilakukan dengan mengkaji ketentuan-ketentuan hukum 

positif tertulis kemudian diterapkan dalam dalam suatu peristiwa hukum. 

Data kemudian dianalisis secara kualitatif demi memecah isu hukum yang 

ada dalam penelitian dan berakhir pada penarikan kesimpulan penelitian 

yang konkret. 

5. Bahan Hukum Penelitian 

Bahan hukum adalah data yang terdiri dari tiga jenis bahan hukum yakni: 

primer, sekunder, dan tersier. Dalam penelitian ini, bahan hukum tersebut 

antara lain: 
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a. Bahan hukum primer berupa UUD NRI 1945, Undang-Undang Nomor 12 

Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, dan 

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara. 

b. Bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, karya ilmiah, maupun artikel, 

serta pendapat para ahli yang berhubungan dengan objek kajian. 

c. Bahan hukum tersier berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), 

kamus hukum, internet, dan ensiklopedia. 

G. Sistematika Pembahasan  

Sistematika pembahasan hadir untuk memberikan kemudahan dalam menyajikan 

gambaran yang mendalam terkait penelitian, yang kemudian terbagi menjadi 

beberapa bab, antara lain: 

1. Bab Pertama, berisi tentang pendahuluan yang memuat latar belakang 

masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah 

pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan. 

2. Bab Kedua, berisi tentang tinjauan umum landasan teori atas dasar 

kerangka teori yang dikembangkan untuk menganalisis masalah, yaitu 

teori legitimasi kekuasaan  dan  teori demokrasi. 

3. Bab Ketiga, berisi tentang tinjauan umum autocratic legalism dalam 

peraturan perundang-undangan yang dimulai dari penjelasan mengenai 

pengertian autocratic legalism, faktor autocratic legalism hadir, proses 

penerapan autocratic legalism, gejala autocratic legalism dalam 
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peraturan perundang-undangan, analisis tentang inkonstitusional praktik 

autocratic legalism. Pengertian apa itu demokrasi, perspektif demokrasi 

melihat praktik autocratic legalism. 

4. Bab Keempat, pembahasan atas judul skripsi yang memuat tentang telaah 

autocratic legalism dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang 

Ibu Kota Negara ditinjau dari perspektif demokrasi. Dengan analisis 

secara deskriptif-kualitatif bahwa autocratic legalism teridentifikasi 

dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara 

yang kemudian menganggu stabilitas makna demokrasi dan melihat 

dampak dari praktik autocratic legalism serta apa saja yang dapat 

dilakukan untuk mencegahnya. 

5. Bab Kelima, penutup berisi cakupan kesimpulan dari berbagai 

pembahasan atas rumusan masalah secara ringkas. Selain itu juga berisi 

saran yang kemudian nantinya akan mencoba untuk mencegah atau 

memberikan solusi atas permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini. 
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BAB V  

PENUTUP  

A. Kesimpulan  

Berdasarkan pembahasan  yang telah dikemukakan pada setiap bab dalam 

penelitian skripsi  yang membahas tentang “Telaah Autocratic Legalism dalam 

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Bu Kota Negara Perspektif 

Demokrasi” dapat disimpulkan, yakni: 

1. Autocratic legalism sebagai tindakan penyalahgunaan legitimasi 

kekuasaan melalui hukum dalam pembuatan undang-undang baru, 

terlihat dalam Pasal 1 angka 9 UU IKN terkait konsep otorita IKNus; 

Pasal 9 ayat (1) UU IKN berkaitan tentang proses pemilihan kepala 

otorita IKNus yang tidak demokratis; dan  Pasal 10 ayat (1) UU IKN 

tentang masa jabatan otorita IKNus yang tak terbatas. Konsep demokrasi 

dilanggar melalui pengkerdilan partisipasi masyarakat dan akses publik 

terhadap proses pembentukan UU IKN yang singkat. 

2. Dampak apabila praktik autocratic legalism terus dibiarkan dapat berupa 

penyalahgunaan kekuasaan; kemunduran demokrasi; dan krisis legitimasi. 

Atas dampak tak ditimbulkan dari autocratic legalism, maka upaya 

pencegahan yang dapat dilakukan antara lain:  reformasi kelembagaan 

partai politik; mengubah paradigma para legislator dalam melaksanakan 

tugas membentuk peraturan perudang-undangan agar terhindar dari 

praktik autocratic legalism; dan penyediaan ruang publik sebagai ruang 
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sosial sebagai sarana komunikasi antara masyarakat dengan legislator 

dalam proses pembuatan kebijakan. 

B. Saran 

Saran ini dibuat setelah dilakukan pembahasan, analisis, dan kesimpulan atas 

telaah autocratic legalism dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang 

Ibu Kota Negara Perspektif Demokrasi, penulis mengusulkan saran serta 

rekomendasi bagi pemerintah, hal pertama yang dapat dilakukan adalah 

melakukan revisi dan judicial review atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 

tentang Ibu Kota Negara agar tidak lagi cacat materiil. Bagi para legislator dalam 

proses pembentukan undang-undang senantiasa bisa diawasi secara langsung oleh 

publik, transparan, dan tidak ada batasan publik dalam mengakses dokumen 

ataupun informasi terkait tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan. 

Partai politik harus direformasi dengan mengembalikan tujuan yang semula untuk 

kepentingan rakyat bukan kepentingan meraih keuntungan secara internal. 

Mekanisme check and balances harus disertakan dalam setiap pembuatan undang-

undang baru maupun penyelenggaraan pemerintahan agar tidak menjadi potensi 

penyalahgunaan legitimasi kekuasaan. 
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